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BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

—

KABUPATEN MAGELANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

bahwa dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan
keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah telah diundangkan Peraturan Bupati
Magelang Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang;

bahwa dalam rangka penyesuaian kebijakan akuntansi
persediaan dan aset tetap, beberapa ketentuan dalam
Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang
perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun
2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Magelang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang
(Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG.

Pasal l

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2020 Nomor 55) diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam BAB IX KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN Huruf C.
PENGUKURAN diubah sebagai berikut:

Persediaan disajikan sebesar:

1.

1.

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan
persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan
dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan
persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi
biaya perolehan.

. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga

pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan
persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan
secara sistematis.

. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai

wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar
pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm
length transaction).
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Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan
menggunakan nilai wajar.

Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama
kecuali untuk barang persediaan yang memiliki tanggal kadaluwarsa (Expired
Date) lebih awal dipergunakan terlebih dahulu.

Ketentuan dalam BAB XI KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP Huruf A. UMUM
angka 2. Klasifikasi diubah sebagai berikut:

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya
dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan
dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat
elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan
dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang
dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh
pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Adapun klasifikasi jalan terbagi atas:

1) Jalan Kabupaten adalah jalan lokal primer yang menghubungkan
ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten
dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan
dengan desa dan antar desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2) Jalan lingkungan kelurahan adalah jalan penghubung antar persil pada
kelurahan dengan lebar maksimal 4 (empat) meter yang ditetapkan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Jalan lingkungan perumahan adalah jalan penghubung antar persil
dalam perumahan.

3. Ketentuan dalam BAB XI KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP Huruf C.
PENGUKURAN ASET TETAP angka 8. Penyusutan diubah sebagai berikut:

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang
dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang
bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai
pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan
dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode
garis lurus (straight line method). Perhitungan penyusutan aset tetap
dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa
manfaat aset tetap. Ketentuan mengenai perkiraan masa manfaat untuk
setiap aset tetap berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang
Penyusutan Barang Milik Daerah. Ketentuan mengenai penggolongan dan
kodefikasi aset tetap berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
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Perkiraan masa manfaat dan penambahan masa manfaat untuk setiap aset
tetap disajikan dalam lampiran BAB XI Kebijakan Akuntansi Aset Tetap ini.
Selain tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan Aset Tetap Lainnya (Hewan
dan tumbuhan, Barang bercorak kesenian dan kebudayaan, dan Buku
Perpustakaan) seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan
karakteristik aset tersebut. Penerapan penghapusan Aset Tetap Lainnya
dilakukan ketika aset tersebut tidak dapat digunakan atau mati.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.
Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 September 2021
BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
ttd
ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 31
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